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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui Garap antara lain:

1. Ada dua jenis garap tradisional yang digunakan dalam masyarakat adat
islam sasak, garap biase dan garap mangkep. Namun khusus dalam kasus
tindak pidana pencurian masyarakat desa menggunakan hukum garap
mangkep. Adapun proses-proses dalam melakukan garap mingkep pada
kasus pencurian ini pada umumnya Antara lain, Fase persiapan yang mana
pada fase ini ada tahapan-tahapan dimana korban harus melakukan
menyiapkan segala prasyarat garap, Fase pelaksaan ritual merupakan proses
dimana prosesi sumpah garap dilaksanakan dengan ketentuan prasyarat
yang sudah di sediakan oleh pihak korban, terakhir Fase syukuran yang
mana setelah proses sumpah garap selesai masyarakat desa menuju rumah
pengganjeng tanah (korban) untuk mengadakan tahlilan atau sykuran yang
disebut dengan sor tanah, Tahlilah/syukuran berlanjut diadakan pada hari ke
tiga, ke tujuh dan hari ke delapan pasca engucapan sumpah garap dengan

rituan yang sama.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan Garap Antara lain:

Secara umum kendala dalam pelaksanaan garap itu sendiri adalah
karena factor dari masyarakatnya sendiri yang tidak bias diajak bekerja
sama dalam penyelenggaraan prosesi sumpah garap. Sedangkan dalam sisi

pelaku, khususnya pelaku yang dibawah umur sulit sekali untuk pihak
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pemerntah desa menghukum atau menetapkannya sebagai pelaku karena
dinilai belum cukup umur untuk melaksanakan sumpah garap tersebut.
Terakhir dari sisi korban, rata-rata korban dari tindak pidana pencurian ini
lama melaporkan kejadian ke pihak pemerintah desa sehingga menyulitkan
pemerintah untuk menemukan pelakunya.
B. Saran
Penulis menyarankan kepada masyarakat desa Rembitan agar tetap
diusahakan karena merupakan hukum asli suku sasak dan diusahakan sangat
efektif dalam menyelesaikan kasus pencurian dimana saksi dan barang bukti
terbatas, dan pemerintah provinsi menunjuk desa Rembitan sebagai desa
percontohan yang masih mempertahankan hukum adatnya agar desa-desa lain
di Lombok khususnya yang masih mempertahankan hukum adat dapat
mengikutinya. Mengingat tidak semua desa yang masih menganut hukum
adatnya menyelesaikan kasus pencurian dengan cara bercocok tanam.
Nilai-nilai hukum adat yang dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-
Undang KUHP harus dilestarikan, khususnya dalam hal sanksi berupa
pemenuhan kewajiban adat dan hilangnya kewenangan penuntutan akibat

penyelesaian di luar proses peradilan.
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Gambar 2 1. Halaman depan Makam wali Nyatoq
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Gambar 4 1. Pintu menuju Makam Wali Nyatoq
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Gambar 6 1.
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Makam pengikut Wali Nyatoq
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Gambar 8 1. Bale Balak, tempat istrahat pengunjung
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